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5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 94);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 442);

12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah (Berita Negara Repuiblik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 419);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021
tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 980);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 1023 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBINAAN, KRITERIA SERTA METODE PENILAIAN DAN
PENETAPAN  WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
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Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
1023 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan,
Kriteria serta Metode Penilaian dan Penetapan Wilayah Tertib
Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

Pasal II
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

lmvm/

ZULKIFLI HASAN

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perdagangan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perdagangan.








































































































































































